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1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional, baik perusahaan yang
menghasilkan barang atau jasa membutuhkan mitra kerja dalam menjalankan
Kegiatan usahanya. Hubungan dengan mitra kerja memiliki peranan yang sangat
penting dalam suatu proses bisnis, maka dari itu dalam menjalankan kegiatan
aperasional perusahaan diibutuhkan kerjasama yang baik dengan mitra kerja untuk
%nencapai tujuan yang diharapkan. Dari kerjasama tersebut perusahaan memberikan
¥mbalan atas usaha yang telah dikerjakan oleh mitra kerja, imbalan tersebut berupa
Benghasilan bagi mitra kerja. Atas penghasilan yang diterima oeh mitra kerja maka
Penghasilan tersebut harus dikenakan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak yang dikenakan Pajak
-Benghasilan (PPh) yaitu : PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25,
@Ph pasal 26, PPh pasal 4 ayat (2).

g PPh Final Pasal 4 ayat (2) merupakan salah satu pajak yang dkenakan atas
genghasilan dengan beberapa ketentuan spesifik mulai dari objek pajak |,

emotongan pajak sampai dengan subjek pajak. Pemotongan yang dilakukan oleh
¥Vajib Pajak Badan yang ditunjuk untuk pemotongan PPh Final 4 ayat (2)
Sedangkan \Waji§iBajak @fang Pribadi titlak ditunjuk sebagall pemotongan. Apabila
Wajib Pajd $7‘i ma_penghasilan 'yang Imenjadi/ Objekt Rajaksdan pemberi

enghasilarglpesbesi k 'a erupaka jib Pajak Bad emptong) PPh Final
g ayat (2), maksetas pe(rng LTES&@%M}%%Q E\@ﬂﬁfﬁlﬁﬂa eiﬁqal 4 ayat (2)
oleh pihak pemotong tersebut. Namun, apabila Wajib Pajak penerima penghasilan
merupakan objek pajak PPh Final 4 ayat (2) dan pihak pemberi penghasilan adalah
\Wajib Pajak Orang Pribadi (bukan pemotong), maka Wajib Pajak menyetor sendiri
PPh Final 4 ayat (2) tersebut.

Penghasilan yang dikenakan PPh Final 4 ayat (2) salah satunya adalah
penghasilan atas jasa kontruksi. Orang pribadi atau badan hukum yang menerima
atau memperoleh penghasilan atas pekerjaan usaha jasa kontruksi serta pihak yang
menggunakan jasa kontruksi harus melaksanakan kewajiban perpajakan yang telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 sebagaimana telah
tiisempurnakan dalam perubahan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.

PT Bukaka Tekni Utama Thk adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang
teknik, pengadaan dan kontruksi (EPC), pekerjaan kontruksi yang dilakukan adalah
sieel tower (pembangunan transmisi tegangan listrik hingga menara komunikasi),
Roarding bridge (pembuatan garbarata atau jembatan penumpang) dan lain-lain.

Kegiatan perpajakan pada PT Bukaka Teknik Utama Thk melakukan proses
pemotongan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi yang berbeda dengan
pemotongan atas jasa pada umumnya, terutama dalam hal pengenaan tarif
pajaknya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membahas bagaimana
' T Bukaka Teknik Utama Thk melaksanakan kewajiban atas PPh Final pasal 4 ayat
(2) sebagai pemotong, penyetor dan pelapor dan menjadikannya sebagai bahan
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untuk menyusun laporan akhir dengan judul “Tinjauan Penerapan PPh Final
Pasal 4 ayat (2) atas jasa kontruksi pada PT Bukaka Teknik Utama Thk”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas maka dapat disimpulkan

rumusan masalahnya sebagai berikut:

1 Apasaja Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik Utama Thk
se¥td pengenaan tarifnya?

2 Bagaimana tata cara perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Thk?

3 Bagaimana tata cara pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka

Teknik Utama Thk?

4 Bagaimana tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Thk?

5 Bagaimana tata cara pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Thk?

6 Bagaimana hasil evaluasi penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Thk?

o

§_ 1.3 Tujuan

g’UJuan pe’ an = cS@qujahgevaalﬁaﬁla PT
Bukalé Teknik UK ddalai latws of \/ocational Studies

1 Menguralkan objek dan tarif pajak PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Thk.

2 Menguraikan tata cara perhitungan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Thk.

3 Menguraikan tata cara pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Tbk.

4 Menguraikan tata cara penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Teknik Utama Tbk.

5 Menguraikan tata cara pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka
Telnik Utama Tbk.

6 Mengevaluasi penerapan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik

ma Thk.

1.4 Manfaat

By 1db

8ene|itian ini dilakukan dengan harapan akan mempunyai kegunaan sebagai
beri kKR

C

alyntuk penulis

Alisianiun |
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1 Memberikan informasi mengenai pengenaan tarif dasar atas transaksi yang
berkaitan dengan PPh Final Pasal 4 ayat (2) pada PT Bukaka Teknik utama
Tbk.

2 Mengetahui tentang pengklasifikasian jenis usaha berdasarkan ketentuan yang
berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan

Untuk pembaca

1. Mengetahui proses pemotongan, penyetoran sampai dengan pelaporan pajak
atas PPh Pasal 4 ayat (2) pada perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa
kontruksi.

2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Definisi Pajak

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan
etiga atas Undan-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan
Tatacara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara
Yang terutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
%Jndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan unutk
eperluan negare hagi sebesar-besarnyagkemakmunan rakyat.

nggsul) gdi 1w eydiod yey
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8 Wajh2 $ idalah-Orang pribadiCatau badan, meliputi-pebayaran pajak,
pemotongahaianytan Deniingutan phiakoyangimemainyei ek @lan kewajiban

‘perpajakan sesuai dengan peraturan perundan-udangan perpajakan.

Sedangkan menurut Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jas
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum.

Dan dari pernyataan tersebut dapat disimpulakan

1 luran dari rakyat kepada negara
Yang berhah memungut pajak hanyal negara. luran tersebut berupa uang
(bukan barang).

2 Berdasarkan Undang-Undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta
aturan pelaksanaan.

3 Tanpa jasa imbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4 Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



